BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan
Regional, Kepala Daerah menetapkan Standar Harga Satuan
honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau
pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan
dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan
regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas,
kepatutan dan kewajaran;

b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan
Regional, Kepala Daerah dapat menetapkan standar harga
satuan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan
memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan
kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c. bahwa untuk mengakomodir usulan komponen belanja Satuan
Kerja Perangkat Kabupaten pada saat penginputan Rencana
Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Tahun
Anggaran 2026 pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah
Daerah, perlu disusun Peraturan Bupati Simeulue tentang

Standar Harga Satuan;



Mengingat :

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan Peraturan Bupati
Simeulue tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten
Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3963);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang....



Y

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4440);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Tahun
2004 Nomor 104 Tambahan lembaran Negara 4421);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856 );

10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan.....



13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5165);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor
6322);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6323);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

17.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

18.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 105);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan....ﬂ/



Menetapkan :

20.

21,

22,

23.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 648);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 19/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Standar
Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang
Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1535).

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/KPTS/M/2025
tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi
Pada Jenjang Kualifikasi Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi
Konstruksi.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN
ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

N

Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Simeulue.

Bupati adalah Bupati Simeulue.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Simeulue.

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut
SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Standar Harga Satuan yang selanjutnya disebut SHS adalah
besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan
kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun

yang bersifat khusus.

7. Harga...



7.

(1)

(2)

Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada
waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan
kegiatan.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Kabupaten yang selanjutnya disebut RKA-SKPK adalah
dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPK
atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan
pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara
umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
(APBK)

BAB II
STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2
SHS Tahun Anggaran 2026 berfungsi sebagai acuan

perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat
umum maupun yang bersifat khusus bagi SKPK untuk
menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana
Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
berbasis Kinerja Tahun Anggaran 2026.

SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Satuan biaya honorarium dan insentif;

b. Satuan biaya yang berlaku khusus;

c. Standardisasi belanja barang dan jasa;

d

. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;

®

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar

kantor;

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;

g. Satuan biaya remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi
pada jenjang kualifikasi ahli;

h. Satuan biaya honorarium tenaga profesional;

1. Satuan biaya administrasi visa dan asuransi;

j. Satuan biaya pendidikan dan pelatihan;

k. Satuan biaya pemeliharaan; dan

1. Satuan biaya pajak kendaraan bermotor.

(3) Selain....O/



(3) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SHS
digunakan dalam:

a. perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah,
termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju,
perhitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan
belanja daerah, dan penyusunan rencana kerja dan
anggaran SKPK; dan

b. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(4) Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, SHS bersifat
batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui.

(5) Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, SHS bersifat:

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui; dan

b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena

adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 3
(1) SHS yang bersifat batas tertinggi yang besarannya tidak dapat

dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) huruf a tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(2) SHS yang bersifat batas tertinggi yang besarannya tidak dapat
dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5)
huruf b tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam hal terjadi perbedaan dan/atau belum ditetapkannya

beberapa besaran SHS maka SKPK dapat mengusulkan kepada

Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan

mempertimbangkan hal-hal antara lain sebagai berikut:

a. Kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh SKPK.

b. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu;

c. Daerah terpencil/daerah perbatasan/pulau terluar; dan

d. Prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
/l% Pasal....



Pasal 5
Dalam hal belum ditetapkannya besaran SHS terbaru maka

besaran SHS yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dinyatakan
masih relevan untuk digunakan sebagai acuan perhitungan
kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun
yang bersifat khusus bagi SKPK untuk menyusun biaya
komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang,
pada tanggal 26 Februari 2026 M
8 Ramadhan 1447 H

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 26 Februari 2026 M
8 Ramadhan 1447 H




Lampiran I - Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 11 Tahun 2026
Tanggal :26 Februari 2026 M
8 Ramadhan 1447 H
Tentang : Standar Harga Satuan
Tahun Anggaran 2026

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG
BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KABUPATEN SIMEULUE

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang
Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Bupati Simeulue ini bertujuan
untuk menyusun standar harga satuan yang berlaku di Kabupaten Simeulue
yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Simeulue ini mengatur
mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam
perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

sdivid il

PE Sl

1.

Satuan biaya honorarium dan insentif;
Satuan biaya yang berlaku khusus;
Standardisasi belanja barang dan jasa;
Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri dari:
a.Satuan biaya uang harian;
b.Satuan biaya uang representatif; dan
c. Satuan biaya penginapan.
Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan

. Satuan biaya remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi pada jenjang

kualifikasi ahli.

SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN INSENTIF
Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah pada
setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang
dikelola Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah untuk setiap
Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah dapat diberikan

honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai pengelolaan keuangan daerah.

b. dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai Penanggung
Jawab Pengelola Keuangan Daerah telah diperhitungkan dalam
komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, Penanggung Jawab Pengelola
Keuangan Daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.

c. kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah yang
mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran
dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah
Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran



didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing
Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut
dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan
Anggaran.

d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung
jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling
banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan
kepada:
A. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
a. Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPK yang
melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada
Pemerintah Kabupaten Simeulue yang melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah, yakni Kepala BPKD
Kabupaten Simeulue.
b. PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan
SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
c. Besaran honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa
Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) dibagi secara
proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-
masing.

B. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Pengguna Anggaran (PA)

Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan

ketentuan:

a. tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa
Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan
wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

b. besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada
jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.

c. dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa
Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang
selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium
yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan

ketentuan:

a. dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat
Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan
oleh Bupati.

b. besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan
pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa.
Pengguna Anggaran.

c. dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat
Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang
memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling
tinggi 50% (lima puluh persen).

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

a. PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural sesuai tugas dan fungsinya;

b. Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan
penjabat satu tingkat di bawah kepala SKPK selaku PA

/l* dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas; Q/
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Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan

Pegawai ASN yang menduduki jabatan satu tingkat di bawah

KPA dan/atau kemampuan manajerial dan berintegritas;

Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki

jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat

fungsional dan/atau fungsional umum selaku PPTK yang

kriterianya sebagai berikut:

(1) pegawai ASN dengan pangkat dan golongan paling
rendah Penata Muda/Ill.a;

(2) memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;

(3) diutamakan pegawai ASN yang pernah mengikuti
Diklat/Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah;

(4) tidak berbenturan kepentingan dengan tugas dan
tanggung jawab.

C. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat
Kabupaten (PPK SKPK/PPK Unit SKPK)

Ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan
Kerja Perangkat Kabupaten (PPK SKPK)/Pejabat Penatausahaan
Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK Unit
SKPK) diatur sebagai berikut:

da.

honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja
Perangkat Kabupaten (PPK SKPK)/ Pejabat Penatausahaan
Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK Unit
SKPK) diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan
tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja
Perangkat Kabupaten (PPK SKPK)/Pejabat Penatausahaan
Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK
SKPK).

besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK SKPK)/Pejabat
Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat
Kabupaten (PPK Unit SKPK) didasarkan pada jumlah pagu
yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja
Perangkat Kabupaten (PPK SKPK)/Pejabat Penatausahaan
Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK Unit
SKPK).

Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan

a.

b.

Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan
ditetapkan oleh Bupati atas usulan PPKD selaku BUD.
Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan
diberikan honorarium berdasarkan besaran pagu yang
dikelola.

dalam hal bendahara pengeluaran dan/atau bendahara
penerimaan telah diberikan tunjangan fungsional bendahara,
yang bersangkutan tidak diberikan honorarium.

Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan
Pembantu

a.

Dalam hal Pengguna Anggaran (PA) melimpahkan sebagian
kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bupati
dapat menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu
dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu atas usulan
kepala SKPK melalui PPKD.

. Bendahara Pengeluaran Pembantu dan/atau Bendahara

Penerimaan Pembantu diberikan honorarium berdasarkan
besaran pagu yang dikelola.



c. dalam hal bendahara pengeluaran pembantu dan/atau
bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan
fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan
honorarium.

F. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPK) dan

Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan

a. Kepala SKPK dapat menetapkan pegawai yang bertugas
membantu PPK SKPK.

b. Kepala Unit SKPK dapat menetapkan pegawai yang bertugas
membantu PPK Unit SKPK.

c. Atas usul Bendahara Pengeluaran, Kepala SKPK dapat
menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara
Pengeluaran.

d. Atas usul Bendahara Penerimaan, Kepala SKPK dapat
menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara
Penerimaan.

e. Pembantu PPK SKPK, Pembantu PPK Unit SKPK, Pembantu
Bendahara  Pengeluaran, dan Pembantu Bendahara
Penerimaan diberikan honorarium berdasarkan besaran pagu
yang dikelola.

1.2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja

Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar

Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per

tahun.

A. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan
penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan
langsung, dan/atau e-purchasing sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima
tunjangan  jabatan fungsional pengadaan barang/jasa,
honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen)
dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.

B. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan
Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan
pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia
barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja
Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan,
atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan
pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi
konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

C. Tim Teknis
Honorarium Tim Teknis diberikan kepada Aparatur Sipil Negara
yang diberikan tugas sebagai anggota tim teknis dalam pengadaan
barang dan jasa berdasarkan Surat Keputusan Pengguna
Anggaran selaku pelaku pengadaan barang dan jasa.
Dalam hal Tim Teknis sudah merupakan struktur organisasi
tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan



1.3.

1.4.

penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, Tim Teknis tidak diberikan honorarium dimaksud.

HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG
DAN JASA (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi
tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat
keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri
dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat
UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS, PANITIA, DAN
PERSONIL PENDUKUNG ACARA
A. Narasumber/Pembahas

Honorarium Narasumber/Pembahas diberikan kepada Pejabat
Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain
yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan
seminar, rapat, sosialisasi, pelatihan, diseminasi, bimbingan
teknis, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, focus group
discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan
pendidikan dan pelatihan).

Honorarium Narasumber/Pembahas dapat diberikan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium
narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit,
baik dilakukan secara panel maupun individual.

b. narasumber atau pembahas berasal dari:

(1) luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara atau
masyarakat; atau

(2) dalam Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara
sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan
berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
penyelenggara atau masyarakat.

c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara, maka
diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari
honorarium narasumber/pembahas.

d. narasumber atau pembahas dapat diberikan honorarium
maksimal 8 (delapan) jam per hari.

B. Panitia

Honorarium Panitia diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang
diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas
pelaksanaan kegiatan seminar, rapat, kerja, sosialisasi,
diseminasi, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, dan
kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama
kegiatan berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi,
diseminasi, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, dan
kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari
non Aparatur Sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan
mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium
mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah
panitia yang dapat diberikan maksimal 10% (sepuluh persen) dari



jumlah peserta dengan mempertimbangkan efesiensi dan
efektifitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40
orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling
banyak 4 (empat) orang.

C. Personil Pendukung Acara
a. Moderator

Honorarium Moderator diberikan kepada pejabat daerah,

aparatur sipil Negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh

pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai

moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi,

diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan,

symposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan

sejenis (tidak termasuk untuk Kkegiatan pendidikan dan

pelatihan).

Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

(1) Moderator berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat
Kabupaten penyelenggara; atau

(2) Moderator berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat
Kabupaten penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi
sasaran utama Kkegiatan berasal dari luar Satuan Kerja
Perangkat Kabupaten dan/atau masyarakat.

b. Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada Aparatur

Sipil Negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang

berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam

kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi,

workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, dan kegiatan

sejenis yang mengundang minimal Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan

dihadiri lintas Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan/atau

masyarakat.

1.5. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT
TIM PELAKSANA KEGIATAN
Tim pelaksana kegiatan adalah tim yang keanggotaannya berasal
dari lintas Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, pengaturan batas
jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II,
pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat
fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat
diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

KLASIFIKASI
NO JABATAN . 0 I
1 | Pejabat Eselon I dan II 2 3 4
Pejabat Eselon II 3 4 5
Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan 5 6 -
Pejabat Fungsional

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang

diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

(1) klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah yang telah
memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi
lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah) per bulan.

(2) klasifikasi II dengan Kkriteria pemerintah daerah yang telah
memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi
lebih besar atau sama dengan Rp.6.000.000,00 (enam juta



rupiah) per bulan dan kurang dari Rp.20.000.000,00 (dua puluh
juta rupiah) per bulan.

(3) klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah yang telah
memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi
kurang dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau
belum menerima tambahan penghasilan.

A. Tim Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang diberikan kepada
seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan
untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat
keputusan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah.
Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium
adalah sebagai berikut:
a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:

(1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar
pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim
ditandatangani oleh Kepala Daerah; atau

(2) antar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten untuk tim yang
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu
diprioritaskan;

d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi
yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan

e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

B. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada

seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif

untuk menunjang kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan. Sekretariat

Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Tim Pelaksana Kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk

menunjang Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh

Sekretaris Daerah.

Jumlah Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diatur sebagai

berikut:

a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana
kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau

b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan
yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Honorarium Tim dan Sekretariat Tim Kegiatan tidak dapat
dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara yang menerima Tambahan
Penghasilan Aparatur Sipil Negara kecuali diamanatkan oleh
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga)
tahun berturut-turut, perlu dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan
efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi
tugas dan fungsi suatu Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.



1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI DAN

BERACARA

A. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli
Honorarium Pemberi Keterangan atau Saksi Ahli diberikan
kepada pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara dan
pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan
informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang
tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau
persidangan di pengadilan.
Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi
keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium
dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi
ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

B. Honorarium Beracara
Honorarium Beracara diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat
Daerah, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain yang diberi tugas
untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan
pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak
duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau
tunjangan tambahan.

HONORARIUM PENYULUH

Honorarium penyuluh diberikan sebagai pengganti upah kerja non-
Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) yang diangkat untuk melakukan
penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

HONORARIUM ROHANIWAN

Honorarium Rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan
oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan
sumpah jabatan.

HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL DAN PENGELOLA

TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE

A. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal diberikan kepada penyusun
dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang
berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum,
pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi
tersendiri.
Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau
internasional dapat diberikan honorarium mitra bestari (per
review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
per orang per jurnal.

B. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola
Website
Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Pengelola
Website dapat diberikan kepada pengelola website atau media
sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan Keputusan
Bupati. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh
Pemerintah Daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah
merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan
dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau
website tidak diberikan honorarium dimaksud.



1.10. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN
Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan diberikan
kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau
pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan
Pemerintah Daerah.

1.11. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN (DIKLAT)
A. Honorarium Penceramah, Pengajar dan Penyusun Modul
Diklat
a. Honorarium Penceramah

Honorarium Penceramah dapat diberikan kepada penceramah

yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing

experience sesuai dengan Kkeahliannya kepada peserta
pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan
pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
penyelenggara atau masyarakat;

(2) berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan
yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar
perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat;
atau

(3) dalam hal penceramah tersebut berasal dari Satuan Kerja
Perangkat Kabupaten penyelenggara maka diberikan
honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari
honorarium penceramabh.

b. Honorarium Pengajar

Honorarium Pengajar dapat diberikan kepada pengajar yang

mengejar pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan

ketentuan sebagai berikut:

(1) honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal
dari luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara
sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari Satuan
Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara.

(2) honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal
dari dalam Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya.
Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan

jumlah minimal tatap jam muka. Ketentuan jumlah tatap
muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
c. Honorarium Penyusun Modul Diklat

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan

dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau pihak lain

yang diberikan tugas wuntuk menyusun modul untuk
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Daerah. Pemberian honorarium dimaksud

berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

(1) bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas
kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(2) satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul
pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan
modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase
penyempurnaan substansi modul pendidikan dan

/l pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).



B. Honorarium Panitia Penyelenggara Diklat

Honorarium Panitia Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

(Diklat) dapat diberikan kepada penyelenggara pendidikan dan

pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan

pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain
yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi
yang bersangkutan;

b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan
urgensinya;

c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah
panitia yang dapat diberikan honor paling tinggi 10% (sepuluh
persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;

d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah
panitia yang dapat diberikan paling banyak 4 (empat) orang;
dan

e. jam pelajaran  yang digunakan untuk kegiatan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat
puluh lima) menit.

1.12. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN
A. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK)
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten dapat
diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat
keputusan kepala daerah.

B. Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten
Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten
diberikan kepada anggota kesekretariatan yang ditetapkan
berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota
kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.13. HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH
a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:

(1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang diserahi
tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan
menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola
Barang;

(2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus
barang yang membantu dalam penyiapan administrasi
maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada
Pengelola Barang;

(3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang
diserahi tugas menerima, rnenyimpan, mengeluarkan,
menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna
Barang;

(4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus
barang yang membantu dalam penyiapan administrasi
maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada
Pengguna Barang;

(5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum
yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan barang
milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.



b. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan
fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah,
pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

c. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah
diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus
barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.14. JASA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

‘Y

(PPPK) PARUH WAKTU
Honorarium diberikan kepada pegawai yang diangkat sebagai
Pegawai PPPK Paruh Waktu.

INSENTIF JAGA MALAM DAN SUPIR JAGA AMBULANCE

A. Insentif Jaga Malam
Insentif jaga malam diberikan kepada penjaga kantor/satpam,
petugas pemadam kebakaran, petugas Satpol PP dan WH,
petugas jaga Kapal Banawa Nusantara 26 (menunggu docking),
Dokter jaga UGD, Menko jaga, para medis dan penunjang medis
yang melakukan kegiatan dinas pada malam hari.

B. Insentif Supir Jaga Ambulance
Honorarium Supir Jaga Ambulance dapat diberikan kepada
aparatur sipil negara/non aparatur sipil negara yang
mengantar/menjemput pasien.

HONORARIUM JURI/DEWAN HAKIM

Honorarium Juri/Dewan Hakim dapat diberikan kepada orang yang
mempunyai keahlian tertentu pada acara perlombaan tingkat
kabupaten, SKPK dan kecamatan.

JASA/UPAH PEKERJA HARIAN

Jasa/upah diberikan kepada pekerja yang diangkat dan diserahi
tugas sebagai pekerja harian, yaitu Tenaga Kebersihan/Cleaning
Service, Penyusun Rencana Anggaran dan Keuangan Dinas, serta
Penyusun Usulan Rencana Anggaran.

Pekerja Harian diangkat dengan Keputusan Kepala SKPK terkait,
dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

JASA DAN INSENTIF/TUNJANGAN TENAGA KERJA LEMBAGA
KEISTIMEWAAN ACEH
Jasa dan insentif/tunjangan diberikan kepada tenaga non Aparatur
Sipil Negara (Non-ASN), yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan
sesuai dengan tugas dan fungsinya pada suatu Lembaga
keistimewaan Aceh.
A. Baitul Mal Kabupaten (BMK)
Jasa diberikan kepada Dewan Pengawas BMK,
Badan/Komisioner BMK dan Sekretariat BMK, yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

B. Jasa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)/Majelis Adat
Aceh (MAA)/Majelis Pendidikan Daerah (MPD)
Jasa diberikan kepada Majelis Permusyawaratan Ulama
(MPU)/Majelis Adat Aceh (MAA)/Majelis Pendidikan Daerah
(MPD), yaitu terdiri dari ketua, wakil ketua, ketua bidang/ketua
komisi dan anggota, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Satuan biaya honorarium dan insentif dirinci dalam table berikut ini:

C. Tunjangan Pemerintah Aparat Mukim (TPAM)
Tunjangan Pemerintah Aparat Mukim ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

D. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif

Lainnya

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif
Lainnya diberikan berupa Tunjangan Hari Meugang (THM) dan
Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Ketua MPU/MAA/MPD,
Ketua Dewan Pengawas/Komisioner Baitul Mal Kabupaten, Wakil
Ketua MPU/MAA/MPD, Wakil Ketua/Sekretaris Baitul Mal

Kabupaten, serta anggota MAA/MPD/MPU dan

tenaga

profesional/pembantu tenaga profesional Baitul Mal Kabupaten.

NO URAIAN SATUAN BESARAN KET.
1 SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN INSENTIF
1.1 | HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

A. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
Daerah
a. PPKD selaku BUD OB 6.330.000
b. Kuasa Bendahara Umum Daerah OB 5.810.000
B. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA)
Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta OB 1.040.000
b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta OB 1.250.000
s.d. Rp. 250 juta
c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta OB 1.450.000
s.d. Rp. 500 juta
d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta OB 1.660.000
s.d. Rp. 1 miliar
e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar OB 1.970.000
s.d. Rp. 2,5 miliar
f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar OB 2.280.000
s.d. Rp. 5 miliar
g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar OB 2.590.000
s.d. Rp. 10 miliar
h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar OB 3.010.000
s.d. Rp. 25 miliar
i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar OB 3.420.000
s.d. Rp. 50 miliar
j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar OB 3.840.000
s.d. Rp. 75 miliar
k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar OB 4.250.000
s.d. Rp. 100 miliar
1. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar OB 4.770.000
C. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)
a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta OB 1.010.000
b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta OB 1.210.000
s.d Rp. 250 juta
c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta OB 1.410.000
s.d Rp. 500 juta
d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta OB 1.610.000
s.d Rp. 1 miliar
e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d OB 1.910.000
Rp. 2,5 miliar
f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar OB 2.210.000

s.d Rp. 5 miliar
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g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d OB 2.520.000
Rp. 10 miliar

h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar OB 2.920.000
s.d Rp. 25 miliar

i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar OB 3.320.000
s.d Rp. 50 miliar

j- Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar OB 3.720.000
s.d Rp. 75 miliar

k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar OB 4.130.000
s.d Rp. 100 miliar

1. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar OB 4.630.000

D. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK

SKPK/PPK Unit SKPK)

a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta OB 400.000

b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d OB 480.000
Rp. 250 juta

¢. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d OB 570.000
Rp. 500 juta

d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d OB 660.000
Rp. 1 miliar

e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d OB 770.000
Rp. 2,5 miliar

f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar OB 880.000
s.d Rp. 5 miliar

g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d OB 990.000
Rp. 10 miliar

h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar OB 1.250.000
s.d Rp. 25 miliar

i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar OB 1.520.000
s.d Rp. 50 miliar

j- Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar OB 1.780.000
s.d Rp. 75 miliar

k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar OB 2.040.000
s.d Rp. 100 miliar

1. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar OB 2.440.000

E. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara

Penerimaan

a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta OB 340.000

b, Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta OB 420.000
s.d Rp. 250 juta

c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta OB 500.000
s.d Rp. 500 juta

d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta OB 570.000
s.d Rp. 1 miliar

e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d OB 670.000
Rp. 2,5 miliar

f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar OB 770.000
s.d Rp. 5 miliar

g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d OB 860.000
Rp. 10 miliar

h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar OB 1.090.000
s.d Rp. 25 miliar

i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar OB 1.320.000
s.d Rp. 50 miliar

j- Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar OB 1.550.000
s.d Rp. 75 miliar

k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar OB 1.780.000
s.d Rp. 100 miliar

1. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar OB 2.120.000
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F. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau
Bendahara Penerimaan Pembantu
a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta OB 260.000
b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta OB 310.000
s.d Rp. 250 juta
c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta OB 370.000
s.d Rp. 500 juta
d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta OB 430.000
s.d Rp. 1 miliar
e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d OB 500.000
Rp. 2,5 miliar
f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar OB 570.000
s.d Rp. 5 miliar
g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d OB 640.000
Rp. 10 miliar
h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar OB 810.000
s.d Rp. 25 miliar
i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar OB 980.000
s.d Rp. 50 miliar
j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar OB 1.150.000
s.d Rp. 75 miliar
k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar OB 1.330.000
s.d Rp. 100 miliar
l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar OB 1.580.000
G. Pembantu Pejabat Penatausahaan
Keuangan (PPK SKPK) dan Pembantu
Bendahara Pengeluaran/Penerimaan
a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta OB 200.000
b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta OB 250.000
s.d Rp. 250 juta
c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta OB 300.000
s.d Rp. 500 juta
d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta OB 360.000
s.d Rp. 1 miliar
e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d OB 420.000
Rp. 2,5 miliar
f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar OB 480.000
s.d Rp. 5 miliar
g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d OB 550.000
Rp. 10 miliar
h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar OB 620.000
s.d Rp. 25 miliar
i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar OB 690.000
s.d Rp. 50 miliar
j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar OB 770.000
s.d Rp. 75 miliar
k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar OB 850.000
s.d Rp. 100 miliar
1. Nilai Pagu dana di atas Rp. 100 miliar OB 950.000
1.2 | HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA
A. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
a. Honorarium Pejabat Pengadaan OB 680.000
Barang/Jasa
B. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan
Barang/Jasa
a. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan
Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan
Kontruksi
- Nilai pagu dana di atas Rp. 200 juta OP 850.000

s.d Rp. 500 juta




NO

URAIAN

Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta
s.d Rp. 1 miliar

OP

BESARAN

1.020.000

Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar
s.d Rp. 2,5 miliar

OP

1.270.000

Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5
miliar s.d Rp. 5 miliar

OP

1.520.000

Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar
s.d Rp. 10 miliar

OP

1.780.000

Nilai pagu dana di atas Rp. 10
miliar s.d Rp. 25 miliar

OP

2.120.000

Nilai pagu dana di atas Rp. 25
miliar

OP

2.450.000

. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan

Unit Kerja Pengadaan Barang

Nilai pagu dana di atas Rp. 200 juta
s.d Rp. 500 juta

OP

760.000

Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta
s.d Rp. 1 miliar

OP

920.000

Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar
s.d Rp. 2,5 miliar

OP

1.140.000

Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5
miliar s.d Rp. 5 miliar

OoP

1.370.000

Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar
s.d Rp. 10 miliar

OP

1.600.000

Nilai pagu dana di atas Rp. 10
miliar s.d Rp. 25 miliar

OP

1.910.000

Nilai pagu dana di atas Rp. 25
miliar

OP

2.210.000

Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan
Unit Kerja Pengadaan Jasa
Konsultansi

Nilai pagu Pengadaan Jasa
Konsultansi di atas Rp. 100 juta s.d
250 Juta

OP

480.000

Nilai pagu Pengadaan Jasa
Konsultansi di atas Rp. 250 juta s.d
500 juta

OP

600.000

Nilai pagu Pengadaan Jasa
Konsultansi di atas Rp. 500 juta s.d
1 miliar

OP

720.000

Nilai pagu Pengadaan Jasa
Konsultansi di atas Rp. 1 miliar s.d
2,5 miliar

OP

910.000

Nilai pagu Pengadaan Jasa
Konsultansi di atas Rp. 2,5 miliar
s.d 5 miliar

OP

1.090.000

Nilai pagu Pengadaan Jasa
Konsultansi di atas Rp. 5 miliar s.d
10 miliar

OP

1.270.000

Nilai pagu Pengadaan Jasa
Konsultansi di atas Rp. 10 miliar
s.d 25 miliar

OP

1.510.000

Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan
Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya

Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya
di atas Rp. 200 s.d 500 Juta

OP

600.000

Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya
di atas Rp. 500 Juta s.d 1 miliar

OP

720.000

Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya
di atas Rp. 1 s.d 2,5 miliar

OP

910.000

Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya
di atas Rp. 2,5 s.d 5 miliar

OoP

1.090.000
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- Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya OP 1.270.000
di atas Rp. 5 s.d 10 miliar
- Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya oP 1.510.000
di atas Rp. 10 s.d 25 miliar
C. Tim Teknis
a. Tim Teknis OB 300.000
1.3 | HONORARIUM UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)
a. Kepala OB 1.000.000
b. Sekretaris OB 750.000
c. Staf Pendukung OB 600.000
1.4 | HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS, PANITIA, DAN PERSONIL PENDUKUNG
ACARA
A. Narasumber/Pembahas
a. Bupati/Wakil Bupati/Pejabat Daerah OJ 1.400.000
Lainnya yang disetarakan
b. Pejabat Eselon [/yang disetarakan 0oJ 1.200.000
c. Pejabat Eselon Il /yang disetarakan oJ 1.000.000
d. Pejabat Eselon III/IV kebawah/yang 0J 900.000
disetarakan
B. Panitia
a. Penanggung Jawab OK 450.000
b. Ketua/Wakil Ketua OK 400.000
c. Sekretaris OK 300.000
d. Anggota OK 200.000
C. Personil Pendukung Acara
a. Moderator OK 600.000
b. Pembawa Acara OK 200.000
1.5 | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
KEGIATAN
A. Tim Pelaksana Kegiatan
a. Tim Pelaksana Kegiatan Yang _Tidak
Ditetapkan Oleh Kepala Daerah S;g:ﬁ:’ig’;
- Pengarah OB 1.500.000 yang
- Penanggung Jawab OB 1.250.000 | menerima
- Ketua OB 1.000.600 | 5 kecusli
- Wakil Ketua OB BE0.000 1 ottt
- Sekretaris OB 750.000 | tintas SKPK,
- Anggota OB 750.000 instansi
vertikal, dan
b. Tim Pelaksana Kegiatan Yang mmmgffm
Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah tambahan
- Pengarah OB 750.000 pmf;;pm
- Penanggung Jawab OB 700.000 | “fungsi bagi
- Ketua OB 650.000 yang
- Wakil Ketua OB 600.000 b;ﬂrzgﬂt;ug;a:l
- Sekretaris OB 500.000 | 4an fingad
- Anggota OB 500.000 | sehari-hari
B. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Maks. 10
a. Ketua/Wakil Ketua OB 250.000 | °pre K
b. Anggota 0B 220.000 |  Make. 7
orang (SK
Sekretaris
Daerah
1.6 | HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI DAN BERACARA
a. Honorarium Pemberi Keterangan OK 1.800.000
Ahli/Saksi Ahli
b. Honorarium Beracara OK 1.800.000
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1.7 | HONORARIUM PENYULUH
a. SMA OB 750.000
b. Diploma Satu (D-1)/Diploma Dua (D- OB 1.000.000
2)/Diploma Tiga (D-3)/Sarjana
Serapan Non-ASN
c. Sarjana (S-1) OB 1.250.000
d. Magister (S-2) OB 1.500.000
e. Doktor (S-3) OB 1.750.000
1.8 | HONORARIUM ROHANIWAN
a. Honorarium Rohaniwan OK 400.000
1.9 | HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
DAN PENGELOLA WEBSITE
A. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
a. Penanggung Jawab Oter 500.000 Tidak
b. Redaktur Oter 400.000 | dibayarkan
c. Penyunting/Editor Oter 300.000 | kepada ASN
d. Design Grafis Oter 180.000 yang
menerima
e. Fotografer Oter 180.000 | TPP kecuali
f. Sekretariat Oter 150.000 tim yang
g. Penulis Artikel hal;;c;;an 200.000 lﬁf::g?{‘;;
instansi
vertikal, dan
B. Honorarium Tim Pengelola Teknologi mexpak&n
Informasi/Pengelola Website mbgf:ﬁm
a. Penanggung Jawab OB 500.000 atan
b. Redaktur OB 450.000 | perangkapan
c. Editor/Operator OB 400.000 | funesi bagi
d. Web Admin OB B50.000 | poresngiitnn
e. Web Developer OB 300.000 | diluar tugas
f. Penulis Artikel Per 100.000 | dan fungsi
Halaman sehari-hari
1.10 | HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN
A. Penyelenggaran Ujian Setingkat
Pendidikan Dasar/Menengah/ Atas
a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian Naskah/ 150.000
Pelajaran
b. Pengawas Ujian OH 240.000
c. Pemeriksa Hasil Ujian Siswa/ 5.000
Mata
Ujian
1.11 | HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
(DIKLAT)
A. Honorarium Penceramah/
Pengajar/Penyusun Modul Diklat
a. Honorarium Penceramah OJP 1.000.000
b. Honorarium Pengajar yang berasal dari oJpr 300.000
Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah
Penyelenggara
c. Honorarium Pengajar yang berasal dari OJP 200.000
Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah
Penyelenggara
d. Honorarium Penyusunan Modul Diklat | per Modul 5.000.000
B. Honorarium Panitia Penyelenggara
Kegiatan Diklat
a. Lama Diklat s.d 5 Hari
- Penanggung Jawab OK 450.000
- Ketua OK 400.000
- Wakil Ketua OK 400.000
- Sekretaris OK 300.000
- Anggota OK 300.000
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b. Lama Diklat 6 s.d 30 Hari
- Penanggung Jawab OK 675.000
- Ketua OK 600.000
- Wakil Ketua OK 600.000
- Sekretaris OK 450.000
- Anggota OK 450.000
c. Lama Diklat Lebih dari 30 Hari
- Penanggung Jawab OK 900.000
- Ketua OK 800.000
- Wakil Ketua OK 800.000
- Sekretaris OK 600.000
- Anggota OK 600.000
1.12 | HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN
A. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten
(TAPK)
a. Pembina OB 3.500.000
b. Pengarah OB 3.000.000
c. Ketua OB 2.500.000
d. Wakil Ketua OB 2.000.000
e. Sekretaris OB 1.500.000
f. Anggota OB 1.300.000
B. Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah
Kabupaten
a. Ketua OB 1.000.000| Maxe 7
b. Sekretaris OB 900.000
c. Anggota OB 600.000
1.13 | HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK
DAERAH
a. Pengurus Barang Pengelola OB 500.000
b. Pembantu Pengurus Barang Pengelola OB 450.000
c. Pengurus Barang Pengguna OB 400.000
d. Pembantu Pengurus Barang Pengguna OB 350.000
e. Pengurus Barang Pembantu OB 300.000
1.14 | JASA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH
WAKTU
a. Jasa PPPK Paruh Waktu OB 500.000
1.15 | INSENTIF JAGA MALAM DAN SUPIR JAGA AMBULANCE
A. Insentif Jaga Malam
a. Petugas Jaga Malam oM 50.000
b. Dokter Jaga OM 50.000
c. Menko Jaga oM 50.000
d. Para Medis dan Penunjang Medis oM 50.000
B. Insentif Supir Jaga Ambulance
a. Radius s/d 5 Km OK 25.000
b. Penambahan setiap 1 km setelah lebih Km 10.000
dari 5 km
1.16 | HONORARIUM JURI/DEWAN HAKIM
A. Event Tingkat Daerah
a. Koordinator Dewan Hakim OH 500.000
b. Panitera Dewan Hakim OH 450.000
c. Anggota Dewan Hakim OH 400.000
B. Event Tingkat SKPD/Kecamatan
a. Juri/Dewan Hakim OH 150.000
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1.17 | JASA/UPAH PEKERJA HARIAN
a. Tenaga Kebersihan/Cleaning Service OB 500.000
b. Penyusun Re:-ncana Anggaran dan OB 500.000
Keuangan Dinas
c. Penyusun Usulan Rencana Anggaran OB 500.000

1.18

JASA DAN INSENTIF/TUNJANGAN TENAGA KERJA LEMBAGA KEISTIMEWAAN

ACEH

A. Baitul Mal Kabupaten (BMK)

a. Dewan Pengawas

- Ketua OB 500.000
- Sekretaris OB 400.000
- Anggota OB 350.000 | Paling sedikit
1 orang,
paling banyak
4 org
b. Badan/Komisioner
-Ketua OB 3.750.000
- Anggota OB 2.750.000
c. Sekretariat
- Tenaga Profesional OB 1.850.000 Pﬂlﬂ;ss 1;anyﬂk
Tg
- Pembantu Tenaga Profesional OB 1.250.000 Pﬂh'f;g banyak
org
B. Majelis Permusyawaratan Ulama
(MPU)/Majelis Adat Aceh (MAA)/Majelis
Pendidikan Daerah (MPD)
-  Ketua OB 3.750.000
- Wakil Ketua OB 2.750.000
- Ketua Bidang/Ketua Komisi OB 2.100.000
- _Anggota OB 1.750.000
C. Tunjangan Pemerintah Aparat Mukim
(TPAM)
a. Imuem Mukim OB 2.100.000
b. Sekretaris Mukim OB 1.250.000
D. Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya
a. Tunjangan Hari Meugang (THM) dan
Tunjangan Hari Raya (THR) Non PNS
-Ketua MAA, Ketua MPD, Ketua MPU 1 Kali 1.000.000
-Ketua Dewan Pengawas/Komisioner
Baitul Mal
-Wakil Ketua MAA, MPD, MPU dan 1 Kali 750.000
Wakil Ketua/Sekretaris Dewan
Pengawas Baitul Mal
-Anggota MAA, anggota MPD, anggota 1 Kali 300.000

MPU dan anggota/tenaga
professional/ pembantu tenaga
professional Baitul Mal




2. SATUAN BIAYA YANG BERLAKU KHUSUS
Satuan Biaya Berlaku Khusus merupakan standar biaya yang diberikan
secara khusus kepada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten tertentu
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

2.1. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
Standar Harga Satuan Khusus Sekretariat Daerah merupakan
standar biaya yang hanya berlaku khusus pada Sekretariat Daerah,
yaitu berupa biaya penunjang operasional Bupati/Wakil Bupati.
Untuk biaya penunjang operasional berupa biaya rumah tangga
KDH/WKDH, medical checkup KDH/WKDH, jamuan makan tamu
daerah, biaya komunikasi KDH/WKDH, biaya komunikasi
Sekretaris Daerah, insentif petugas (petugas pelayanan tamu,
persiapan tempat, petugas kebersihan, petugas pemasangan
teratak, patwal, petugas musholla, caraka, petugas instalasi Listrik,
petugas instalasi air, dan petugas sound system), driver tamu,
personal tari gelombang, personal rangkul adat, staf tata usaha
Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Asisten, ADC Bupati/Wakil
Bupati/Sekretaris Daerah, dan supir Bupati/Istri Bupati/Wakil
Bupati/Istri Wakil Bupati/Sekretaris Daerah.
Dalam hal personilnya adalah ASN maka biaya operasional
sebagaimana tersebut tidak dapat dibayarkan karena telah melekat
pada tugas dan fungsinya.

2.2. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAEAH

Standar biaya kekhususan Badan Perencanaan Pembangunan
merupakan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat
Tim Pelaksana Kegiatan. Tim dimaksud adalah Tim Pelaksana
Kegiatan Penanganan Kemiskinan, Kelompok Pengelolaan Program
bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu berbasis Rumah
Tangga, serta Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan
Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

2.3. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
Standar Harga Satuan Khusus berupa Honorarium Panitia Seleksi
Jabatan Pimpinan Tinggi.
Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi diberikan
kepada Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tim
Assesment yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

2.4. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Standar biaya kekhususan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
berupa Honorarium Tim FORKOPIMPDA dan Honorarium Tim
Sekretariat FORKOPIMPDA.

2.5. SEKRATARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
Standar biaya kekhususan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah merupakan Honorarium Tenaga Ahli Fraksi DPRK dan staf
tata usaha/ADC/supir pimpinan DPRK.

2.6. BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Standar Harga Satuan Khusus pada BPBD antara lain:
A. Iuran BPJS Personil Pemadam Kebakaran
Iuran BPJS Personil Pemadam Kebakaran dibayarkan setiap
bulan untuk perlindungan ketenagakerjaan (BPJS

/l Ketenagakerjaan).



2.7.

2.8.

2.9.

B. Uang Lelah Tanggap Darurat Bencana
Uang Lelah Tanggap Darurat Bencana dibayarkan apabila
diberlakukan status Tanggap Darurat Bencana sesuai dengan
Keputusan Bupati.

C. Insentif Operator Alat Berat
Insentif operator alat berat diberikan kepada operator alat berat
di BPBD yang bekerja di luar jam dinas.

DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL

HISBAH

Standar Harga Satuan Khusus pada SATPOL PP-WH antara lain:

A. Operasional Pengawasan Qanun Daerah
Operasional Pengawasan Qanun Daerah diberikan berupa
Insentif Petugas Patroli yang dibayarkan per orang setiap kali
melaksanakan tugas patroli.

B. Insentif Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Insentif Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibayarkan
per orang/per kasus yang minimal sampai dengan Surat
Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) terhadap sebuah kasus
penyidikan.

C. Honorarium Pelaksanaan Hukum Syariah
Honorarium Pelaksanaan Hukum Syariah diberikan kepada
penyidik, penuntut, peradilan, eksekutor, petugas keamanan,
petugas kesehatan, dan petugas pengawalan.

D. Insentif Jasa Malam Pajak Inpres
Insentif diberikan kepada petugas SATPOL PP-WH yang bertugas
jaga malam di Kawasan Pajak Inpres Kota Sinabang.

DINAS SOSIAL

Standar Harga Satuan Khusus pada Dinas Sosial berupa
Honorarium Tali Asih Pendamping PKH, TAGANA dan TKSK.
Honorarium Tali Asih Pendamping PKH, TAGANA dan TKSK
diberikan kepada Pendamping PKH, TAGANA, TKSK yang ditetapkan
berdasarkan Keputusan Bupati.

Dalam hal Petugas Tali Asih Pendamping PKH, TAGANA dan TKSK
telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka
tidak diberikan honorarium dimaksud.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Standar Harga Satuan Khusus pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

antara lain:

A. ITuran BPJS Petugas Kebersihan
Iuran BPJS Petugas Kebersihan dibayarkan setiap bulan untuk
perlindungan ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).

B. Insentif Khusus Petugas Kebersihan
Insentif khusus diberikan kepada pekerja yang ditugaskan
melaksanakan tugas tertentu yang bersifat insidential. Dalam hal
tugas tersebut merupakan tugas/fungsi dari petugas dimaksud,
maka insentif tidak dibayarkan.
Insentif khusus juga diberikan kepada petugas kebersihan yang
diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu dan ditugaskan sebagai
operator alat berat, supir dan kernet truk sampah, pemotong
rumput, penebang/pemangkas pohon, petugas taman,
pengemudi becak sampah, penyapu jalan dan pengawas
lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten
Simeulue.

v



C. Jasa/Upah Pekerja Harian Kebersihan/Pertamanan
Jasa/upah diberikan kepada pekerja harian
kebersihan/pertamanan yang ditugaskan sebagai
pengawas/mandor lapangan, operator alat berat, operator mesin
press, pengemudi dan kernet dum truck, pengemudi becak R3,
penyapu jalan, petugas taman,pemotong rumput,
penebang/pemangkas pohon, tenaga ahli taman, tenaga ahli GIS
(pemetaan), dan tenaga fasilitator penyuluh.

D. Jasa Tenaga Laboratorium
Jasa Tenaga Laboratorium diberikan kepada petugas yang
melakukan pengujian, analisis dan evaluasi terhadap sampel
lingkungan (seperti air limbah, udara ambien, dan lainnya)
sesuai dengan prosedur dan standar yang ditetapkan.

2.10. DINAS PERTANAHAN

Standar biaya kekhususan Dinas Pertanahan merupakan Biaya
Patok Batas dan Materai.

2.11. DINAS PERKEBUNAN, PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Standar biaya kekhususan Dinas Perkebunan, Peternakan, dan
Kesehatan Hewan merupakan honorarium/insentif/jasa/
upah /operasional.
Honorarium tidak dibayarkan kepada ASN yang menerima
tambahan penghasilan kecuali merupakan tugas tambahan atau
perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan
fungsi sehari-hari.

2.12. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Standar biaya kekhususan Dinas Pemuda dan Olahraga meliputi
Insentif Pengurus KONI, Insentif Pengurus Cabang Olahraga, Dana
Binaan/Operasional Cabang Olahraga, Bonus Atlet dan Pelatih,
Hadiah Turnamen, Biaya Pelaksanaan Turnamen Lokal, Biaya
Pelaksanaan Kegiatan Pra PORA dan PORA, Biaya Pelaksanaan
Kegiatan POPDA dan Biaya Pelaksanaan MUSORKAB, MUSCAB,
KONGRES serta Rapat Pengurus KONI dan Cabang Olahraga.

2.13. DINAS PERHUBUNGAN

Standar biaya kekhususan Dinas Perhubungan meliputi Biaya
Operasional Terminal, Insentif Koordinator Pengelola dan Gaji Anak
Buah Kapal (ABK) Sabuk Banawa Nusantara 26, Insentif Berlayar
Anak Buah Kapal (ABK) Sabuk Banawa Nusantara 26, serta Insentif
Driver Bus Sekolah dan Jasa Angkutan.

Insentif Koordinator Pengelola dan Gaji ABK Sabuk Banawa
Nusantara 26 tidak dibayarkan kepada ASN yang menerima
tambahan penghasilan kecuali merupakan tugas tambahan atau
perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan
fungsi sehari-hari.

2.14. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Standar biaya kekhususan Dinas Kelautan dan Perikanan meliputi
Insentif Pengelola Kapal Patroli Perikanan, Operasional Penegakan
Hukum Terhadap Illegal Fishing, Insentif Panglima Lhok Daerah
Konservasi, Insentif Panglima Laot Kabupaten, dan Insentif
Panglima Laot Kecamatan.



2.15.

2l 16.

2.17.

2.18.

2.19.

DINAS SYARI’AT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH

Standar biaya kekhususan Dinas Syari'at Islam meliputi Insentif
Petugas Dakwah, Insentif Petugas Masjid, Biaya Pendidikan
Pembinaan Qari-Qari'ah dan Hafidz/Hafidzah, Biaya Makan Minum
Dayah Darul Aitami, Insentif Petugas/Pengurus Dayah/Pesantren,
Biaya Kegiatan Jamaah Haji, Kegiatan MTQ, Pembinaan Warga
Binaan Lembaga Pemasyarakatan, Isbat Nikah Terpadu Satu Hari,
Kegiatan FASI, Insentif Personil Jumat, Ramadhan, Safari
Ramadhan dan Shalat Rawatib, serta Kegiatan MQK.

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA

Standar biaya kekhususan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan standar
biaya operasional Kegiatan BOKB.

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Standar biaya kekhususan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
meliputi Biaya Pemeliharaan Anjungan Kabupaten Simeulue,
Belanja Sewa Pakaian Adat, Bantuan Pembinaan Sanggar, Belanja
Makanan Tradisonal Pameran/Expo dan Belanja Make-Up.

DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN

Standar biaya kekhususan Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian merupakan Besaran Biaya Greeting/lklan Media yang
diberikan kepada media resmi yang terdaftar sesuai ketentuan
perundang-undangan, Honorarium Tim Pengelola Teknologi
Informasi/Aplikasi, dan Jasa Peliputan/Publikasi Kegiatan
Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Besaran Biaya Greeting/lklan Media berlaku umum.

DINAS KESEHATAN

Standar biaya kekhususan Dinas Kesehatan meliputi Tarif Rujukan,
Honorarium Paramedis PPPK Paruh Waktu atau Non PNS di
lingkungan Dinas Kesehatan, Insentif Dokter/Paramedis PPPK
Paruh Waktu atau Non PNS di lingkungan Dinas Kesehatan, dan
Biaya Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan.

Untuk Tarif Rujukan berpedoman pada jarak rujukan sebagaimana
tabel berikut.

NO URAIAN JARAK
A. | Dari Puskesmas (Kecamatan) ke RSUD Simeulue
a. Kecamatan Simeulue Timur 2 Km
b. Kecamatan Teupah Barat 25 Km
c. Kecamatan Simeulue Tengah 65,5 Km
d. Kecamatan Teluk Dalam 54 Km
e. Kecamatan Salang 77,3 Km
f. Kecamatan Simeulue Barat 106 Km
g. Kecamatan Alafan 136 Km
h. Kecamatan Teupah Tengah 10 Km
i. Kecamatan Simeulue Cut 68 Km
j. Kecamatan Teupah Selatan 37 Km
k. Puskesmas Sanggiran, Kecamatan Simeulue Barat (via jalan | 151 Km
darat)
. Puskesmas Sanggiran, Kecamatan Simeulue Barat (via rakit | 114 kM
penyeberangan)
m. Puskesmas Kuala Makmur, Kecamatan Simeulue Timur 13 Km Q/



2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

NO URAIAN JARAK

n. Puskesmas Lamerem, Kecamatan Alafan 157 Km
0. Puskesmas Luan Balu, Kecamatan Teluk Dalam 30,6 Km
p. Puskesmas Alus-alus, Kecamatan Teupah Selatan 23 Km

B. | Dari Rumah Sakit Umum Simeulue ke Rumah Sakit
Umum Rujukan Tingkat Lanjut (Provinsi Aceh) -
Tiket Transportasi Laut (PP)

a. Via Singkil 821 Km
b. Via Labuhan Haji 454 Km
c. Via Meulaboh 278 Km
d. Via Calang 182 Km

C. | Dari Rumah Sakit Umum Simeulue ke Rumah Sakit
Umum Rujukan Tingkat Lanjut (Sumatera Utara)

a. Via Singkil 275 Km
b. Via Labuhan Haji 405 Km

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Standar biaya kekhususan Dinas Pertanian dan Pangan merupakan
upah tenaga kerja.

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Standar biaya kekhususan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa meliputi Operasional Mukim dan Pemilihan Kepala Desa.

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Standar biaya kekhususan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
merupakan biaya asuransi.

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Standar biaya kekhususan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang merupakan Honorarium TFL/Tenaga Administrasi.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Standar biaya kekhususan Rumah Sakit Umum Daerah meliputi
Biaya Pengganti Transportasi, Biaya Pengiriman Limbah Medis B3,
Honorarium Dokter/Paramedis PPPK Paruh Waktu atau Non ASN,
dan Insentif Dokter/Paramedis PPPK Paruh Waktu atau Non ASN.
Pengangkatan Dokter/Paramedis Non ASN di angkat melalui Surat
Perjanjian Kerja dan atau Surat Perjanjian Kerja Sama antara
Direktur RSUD dengan pihak lain atas persetujuan Bupati.

Untuk Honorarium Dokter/Paramedis PPPK Paruh Waktu atau Non
ASN, apabila tidak masuk kerja tanpa keterangan maka dilakukan
pemotongan per hari sebesar 3% dari jumlah honor yang diterima
setiap bulan.

V



Satuan biaya yang berlaku khusus dirinci dalam tabel berikut ini:

NO URAIAN SATUAN BESARAN KET.
2. | STANDAR HARGA SATUAN BERLAKU KHUSUS
2.1 | SEKRETARIAT DAERAH
A. Penunjang Operasional Bupati/Wakil
Bupati
a. Biaya Rumah Tangga KDH Bulan 50.000.000
b. Biaya Rumah Tangga WKDH Bulan 45.000.000
¢c. Medical Check Up KDH/WKDH Tahun 60.000.000
d. Jamuan Makan Tamu Daerah Paket/ 10.000.000
Meja
e. Biaya Komunikasi KDH (Pulsa) Bulan 1.000.000
f. Biaya Komunikasi WKDH (Pulsa) Bulan 1.000.000
g. Biaya Komunikasi Sekretaris Bulan 750.000
Daerah
h. Petugas pelayanan tamu OK 100.000
i. Petugas Persiapan Tempat OK 100.000
j. Driver tamu OK 100.000
k. Petugas Kebersihan OK 100.000
1. Petugas Pemasangan Teratak OK 200.000
m. Patwal Kegiatan 1.500.000
n. Petugas Mushola OB 400.000
0. Personil Tari Gelombang Kegiatan 2.000.000
p. Personil Rangkul Adat OK 300.000 Tidak
q. Caraka OB 200.000 | giberikan
r. Petugas Instalasi Listrik Setdakab OB 200.000 | kepada ASN
s. Petugas Instalasi Air Setdakab OB 200.000 pedﬁm
t. Petugas Sound System OB 200.000 forashint
u. Staf Tata Usaha Bupati di Jakarta OB 2.500.000 | merupakan
v. Staf Tata Usaha Bupati di Banda OB 2.000.000 | tugssdan
Aceh S
w. Staf Tata Usaha Bupati/Wakil OB 1.500.000
Bupati/Seckretaris Daerah /Asisten
x. ADC Bupati/Wakil OB 2.500.000
y. ADC Istri Bupati/Wakil Bupati OB 2.000.000
z. ADC Sekretaris Daerah OB 1.500.000
aa. Supir Bupati/Wakil Bupati OB 2.500.000
bb. Supir Istri Bupati/Wakil Bupati OB 2.000.000
cc. Supir Sekretaris daerah OB 1.500.000
dd. Insentif Protokoler OK 100.000 Untuk
kegiatan di
luar jam
dinas
B. Insentif ADC/Supir/Staf Tata Usaha
Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris
Daerah/Asisten
a. Supir Bupati/Wakil Bupati OB 2.000.000
b. Supir Sekretaris Daerah OB 2.000.000
c. Staf Tata Usaha Bupati/Wakil OB 1.000.000
Bupati/Sekretaris Daerah /Asisten
2.2 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
A. Tim Pelaksana Kegiatan Penanganan
Kemiskinan
a. Penanggung Jawab OB 1.100.000
b. Ketua OB 900.000
c. Wakil Ketua OB 800.000
d. Sekretaris OB 700.000
e. Wakil Sekretaris I OB 700.000
f. Wakil Sekretaris II OB 700.000
g. Wakil Sekretaris III OB 700.000




NO URAIAN SATUAN BESARAN KET.
B. Kelompok Pengelolaan Program
bantuan Sosial dan Jaminan Sosial
Terpadu berbasis Rumah Tangga
a. Koordinator OB 250.000
b. Anggota OB 200.000
C. Pengelola Program Pemberdayaan
Masyarakat dan Penguatan Pelaku
Usaha Mikro dan Kecil
a. Koordinator OB 250.000
b. Anggota OB 200.000
2.3 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
A. Honorarium Panitia Seleksi Jabatan
Pimpinan Tinggi
a. Tenaga Ahli JPT 0oJ 1.400.000 | Maks. 15
juta/orang
b. Tim Assesment Kegiatan 25.000.000
2.4 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
A. Honorarium Tim FORKOPIMPDA
a. Ketua OB 1.000.000
b. Anggota OB 750.000
B. Honorarium Tim Sekretariat
FORKOPIMPDA
a. Ketua/Wakil Ketua OB 250.000
b. Anggota OB 200.000
2.5 | SEKRATARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
A. Tenaga Ahli Fraksi
a. Tenaga Ahli Fraksi (S1/S2) OB 2.500.000
B. Honorarium Staf Tata
Usaha/ADC/Supir Pimpinan DPRK
a. Staf Tata Usaha Pimpinan DPRK OB 1.000.000
b. ADC Pimpinan DPRK OB 1.500.000
c. Supir Pimpinan DPRK OB 1.200.000
2.6 | BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
A. Turan BPJS Personil Pemadam
Kebakaran
a. Iuran BPJS OB 181.000
B. Uang Lelah Tanggap Darurat
Bencana
a. Uang Lelah Tanggap Darurat OH 100.000
Bencana
C. Insentif Operator Alat Berat
a. Insentif Operator Alat Berat oJ 30.000 untuk
penanganan
kebencanaa
n, di luar
jam dinas
2.7 | DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

A. Operasional Pengawasan Qanun
Daerah

a. Insentif Petugas Patroli OK 100.000
B. Insentif Penyidik Pegawai Negeri

Sipil (PPNS)

a. Insentif Penyidik Pegawai Negeri OK 500.000

Sipil (PPNS)




NO URAIAN SATUAN BESARAN KET.
C. Honorarium Pelaksanaan Hukum
Syariah
a. Honorarium Penyidik, Penuntut
dan Peradilan
- Unsur POLRI/PPNS Kasus 1.500.000
- Unsur Kejaksaan Negeri Kasus 2.500.000
- Unsur Mahkamah Syar'iyah Kasus 1.500.000
b. Honorarium Eksekutor
- Algojo OK 150.000
c. Honorarium Petugas Keamanan
- Unsur POLRI OK 50.000
- Unsur Satpol PP OK 50.000
- Unsur Wilayatul Hisbah OK 50.000
d. Honorarium Petugas Kesehatan
- Tenaga Medis OK 200.000
e. Honorarium Petugas Pengawalan
- Unsur POLRI OK 100.000
D. Insentif Jaga Malam Pajak Inpres
a. Insentif Jaga Malam Pajak Inpres OK 100.000
2.8 | DINAS SOSIAL
A. Honorarium Tali Asih Pendamping _Tidak
PKH, TAGANA dan TKSK i g
a. Koordinator PKH OB 400.000 | " yang
b. Pendamping PKH OB 350.000 | menerima
c. Anggota TAGANA OB 300.000 T‘:i‘;'n“;:rf;“
d. Sahabat TAGANA OB 300.000 | |, elibatkan
e. TKSK OB 300.000 | lintas SKPK,
instansi
vertikal, dan
merupakan
tugas
tambahan
atau
perangkapan
fungsi bagi
yang
bersangkuta
n diluar
tugas dan
fungsi
sehari-hari
2.9 [ DINAS LINGKUNGAN HIDUP
A. Iuran BPJS Petugas Kebersihan
a. luran BPJS OB 181.000
B. Insentif Khusus Petugas Kebersihan
a. Petugas yang bersifat insidentil OK 100.000 Tidak
dibayarkan
kepada ASN
apabila
TUSI-nya
b. Operator Alat Berat OH 30.000
c. Supir Truk Sampah OH 30.000
d. Kernek Truk Sampah OH 30.000
e. Pemotong Rumput OH 24.000 | PPPK Paruh
f. Petugas Taman OH 20.000 Waktu
g. Pengemudi Becak Sampah OH 20.000
h. Penyapu Jalan OH 19.000
i. Pengawas Lapangan OH 19.000
j- Penebang/Pemangkas Pohon OK 100.000
C. Jasa/Upah Pekerja Harian
Kebersihan/Pertamanan
a. Pengawas/Mandor Lapangan OH 35.000
b. Operator Alat Berat OH 45.000
c. Operator Mesin Press OH 40.000
d. Pengemudi Dum Truck OH 45.000




NO URAIAN SATUAN BESARAN KET.
e. Pengemudi Becak R3 OH 35.000
f. Kernet Dump Truck OH 45.000
g. Penyapu Jalan OH 35.000
h. Petugas Taman OH 35.000
i. Pemotong Rumput OH 40.000
j. Penebang/Pemangkas Pohon OK 100.000
k. Tenaga Ahli Taman OH 100.000
1. Tenaga GIS (Pemetaan) OH 100.000
m. Tenaga Fasilitator Penyuluh OH 100.000

D. Jasa Tenaga Laboratorium

a. Bau (Air Permukaan) Per 20.000
Sampel

b. Bau (Air Limbah) Per 28.000
Sampel

¢. Temperatur / Suhu Per 20.000
Sampel

d. Zat padat terlarut (TDS) Air Per 50.000
Permukaan Sampel

e. Zat padat terlarut (TDS) Air Limbah Per 39.000
Sampel

f. Warna Per 20.000
Sampel

g. Zat padat tersuspensi (TSS) Per 33.000
Sampel

h. Ph Per 20.000
Sampel

1. =BOB Per 116.000
Sampel

j.. COD Per 138.000
Sampel

k. Oksigen terlarut (DO) Per 39.000
Sampel

1. Sulfat (SO4) Per 49.000
Sampel

m. Klorida (Cl) Per 70.000
Sampel

n. Nitrat (NO3-N) Per 49.000
Sampel

o. Nitrit (NO2-N) Per 49.000
Sampel

p. Amonia (NH3-N) Per 111.000
Sampel

q. Nitrogen Total Per 77.000
Sampel

r. Total Fosfat Per 133.000
Sampel

s. Flourida (F) Air Permukaan Per 183.000
Sampel

t. Flourida (F) Air Limbah Per 193.000
Sampel

u. Belerang/ Sulfur Per 133.000
Sampel

v. Sianida (CN) Air Permukaan Per 79.000
Sampel

w. Sianida (CN) Air Limbah Per 57.000
Sampel

x. Klorin bebas (Cl2) Air Permukaan Per 59.000
Sampel

y.  Klorin bebas (Cl2) Air Limbah Per 70.000
Sampel

z. Barium (Ba) Per 100.000
Sampel

aa. Barium (Ba) Total Per 56.000

Sampel




NO URAIAN SATUAN BESARAN KET.

bb. Boron (B) Per 100.000
Sampel

cc. Merkuri (Hg) Per 108.000
Sampel

dd. Arsen (As) Per 100.000
Sampel

ee. Arsen (As) Total Per 100.000
Sampel

ff. Selenium (Se) Per 143.000
Sampel

gg. Selenium (Se) Total Per 143.000
Sampel

hh. Besi (Fe) Per 50.000
Sampel

ii. Besi (Fe) Total dan Terlarut Per 110.000
Sampel

ij- Kadmium (Cd) Per 100.000
Sampel

kk. Kadmium (Cd) Total Per 50.000
Sampel

1. Cobalt (Co) Per 100.000
Sampel

mm. Cobalt (Co) Total Per 55.000
Sampel

nn. Mangan terlarut (Mn) Air Per 50.000
Permukaan Sampel

0o0. Mangan terlarut (Mn) Air Limbah Per 100.000
Sampel

pp- Nikel (Ni) Per 50.000
Sampel

qq. Seng (Zn) Per 55.000
Sampel

rr. Tembaga (Cu) Per 55.000
Sampel

ss. Tembaga (Cu) Total Per 55.000
Sampel

tt. Timbal (Pb) Per 55.000
Sampel

uu. Timbal (Pb) Total Per 55.000
Sampel

vv. Chrom Heksavalen (Cr6+) Per 56.000
Sampel

ww. Minyak dan Lemak (ML) Per 193.000
Sampel

xx. Detergen Per 110.000
Sampel

yy. Phenol Per 133.000
Sampel

zz. Fecal Coliform Per 193.000
Sampel

aaa. Total Coliform Per 137.000
Sampel

bbb. Sampah Per 28.000
Sampel

ccc. Kekeruhan Per 45.000
Sampel

ddd. Air Raksa Per i
Sampel

cee. Kesadahan Ca/Mg (Air Per 34.000
Permukaan) Sampel

fff. Kesadahan Ca/Mg (Air Limbah) Per 46.000
Sampel

ggg. Natrium (Na) Air Permukaan Per 51.000

Sampel
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hhh. Natrium (Na) Air Limbah Per 55.000
Sampel
iii. Sulfida (H2S) Per 133.000
Sampel
jjj. Kecerahan (Air Permukaan) Per 33.000
Sampel
kkk. Kecerahan (Air Limbah) Per 30.000
Sampel
lll. Kromium Per 56.000
Sampel
mmm. Krom Total (Cr-T) Per 220.000
Sampel
nnn. Phosphat Per 39.000
Sampel
000. Preparasi Sampel Per 83.000
Sampel
ppp. Biaya Lembar Hasil Uji Per 10.000
Sampel
qqq. TSS Per 33.000
Sampel
rrr. DO Per 39.000
Sampel
sss. NO3 N Per 49.000
Sampel
2.10 | DINAS PERTANAHAN
a. Patok Batas + Materai Patok 250.000
2.11 | DINAS PERKEBUNAN, PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
A. Besaran Honorarium/Insentif/Jasa/
upah Operasional
a. Insentif petugas Pemeriksa OB 200.000
Kesehatan Hewan di RPH
b. Insentif petugas Pemeriksa OK 200.000
Kesehatan Hewan Hari Besar Islam
c. Insentif Petugas Lapangan (Drh) OB 600.000
d. Insentif Petugas Lapangan (Non OB 500.000
Drh)
e. Jasa Asisten Teknisi Reproduksi Ekor 70.000
(ATR)
f. Jasa Inseminator Ekor 70.000
g. Jasa Pengobatan Ternak Perlakuan Ekor 300.000 Tidak
Khusus dibayarkan
h. Jasa Petugas Pelaporan Isikhnas OB 200.000 kep;::;s“
i. Jasa Petugas Pendataan Masalah OB 200.000 | menerima
Peternakan /Perkebunan TPP kecuali
i. Upah Pengeboran Kelapa OK B.000 | “fpre
k. Operasional Pelayanan Keschatan OK 150.000 | tambahan
Hewan atau
l. Operasional Pengobatan OK 100.000 p;:ansgik;pat"‘
PMK/PHMS (g
m. Sertifikasi Bibit Batang 500 | bersangkuta
n. Distribusi Bibit Batang 2000 |- ' di e
0. Biaya Pemetaan Persil 500.000 mffﬁg‘;?"
p. Penerbitan STDB Dokumen 150.000 | sehari-hari
q. Jaminan Keselamatan Kerja dan Orang 201.600
Jaminan Kematian
r. Jasa Pengobatan Ternak Ekor 20.000
s. Jasa Pengambilan, Pemeriksaan Ekor 300.000
Sampel darah dan Pengobatan
t. Jasa Petugas Pengiriman Ternak Ekor 20.000
Keluar Daerah
u. Jasa Operasional Vaksinasi SE Dosis 20.000
(Kerbau/ Sapi)
v. Jasa Operasional Vaksinasi ND Dosis 2.000
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(Unggas)
w. Jasa Pemeriksa Kebuntingan (PKB) Ekor 80.000
x. Inseminasi Buatan (Insentif IB) Ekor 150.000
y. Jasa Recording Ekor 50.000
z. Upah Pengolahan Tanah OH 100.000
aa. Upah Penyemprotan OH 100.000
Hama/Penyakit
bb. Upah pembuatan piringan OK 100.000
cc. Upah pemupukan OK 100.000
dd. Upah penyemprotan OK 50.000
ee. Upah penebasan OK 100.000
ff. Honorarium Tim Pendataan OK 200.000
Perkebunan Sawit Rakyat
2.12 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
A. Insentif Pengurus KONI
a. Ketua Umum OB 1.300.000
b. Wakil Ketua OB 1.000.000
c. Sekretaris Umum OB 500.000
d. Wakil Sekretaris OB 350.000
e. Bendahara OB 500.000
f. Anggota KONI OB 250.000
g. Clening Service (CS) OB 750.000
B. Insentif Pengurus Cabang Olahraga
a. Ketua OK 400.000
b. Wakil